
 

 

 
 
 

 
WALIKOTA KEDIRI  

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR  32  TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA KEDIRI, 

Menimbang :  a. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hak 
keuangan Wakil Ketua DPRD Kota Kediri dalam pelaksanaan 

perjalanan dinas, maka ketentuan Peraturan Walikota Kediri 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu 
diubah; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 3 

Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas 
Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

IndonesiaTahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 

2730);  
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
  6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan 
Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 
2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota 

Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri 

(Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3); 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI. 

 

Pasal I 

Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pelaksananan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita 

Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah 
dengan Peraturan Walikota:  

a. Nomor 27 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 27); 
b. Nomor 65 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 66); 
c. Nomor 75 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 76); 

d. Nomor 3 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3); 
diubah sebagai berikut: 

 
Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS 

 

NO PROVINSI SATUAN 

TARIF 

PENGINAPAN 

WALIKOTA/ 

WAKIL 

WALIKOTA/ 

KETUA 

DPRD/WAKIL 

KETUA DPRD  

(Rp) 

ANGGOTA 

DPRD/ 
PEJABAT 

ESELON II 

(Rp) 

PEJABAT 
ESELON III/ 

PNS 

GOLONGAN 

IV/ 

PPPK 

GOLONGAN 
13-17 

(Rp) 

PEJABAT 
ESELON IV/ 

PNS 

GOLONGAN 

III/ 

PPPK 

GOLONGAN 
9-12 

(Rp) 

PNS 

GOLONGAN  

I-II/ PPPK 

GOLONGAN 

 1-8, 
PEGAWAI 

TIDAK 

TETAP atau 

PIHAK LAIN 

(Rp) 

1 ACEH OH 4.420.000,00 3.526.000,00 1.294.000,00 556.000,00 556.000,00 

2 SUMATERA UTARA OH 4.960.000,00 1.518.000,00 1.100.000,00 530.000,00 530.000,00 

3 RIAU OH 3.820.000,00 3.119.000,00 1.650.000,00 852.000,00 852.000,00 

4 KEPULAUAN RIAU OH 4.275.000,00 1.854.000,00 1.037.000,00 792.000,00 792.000,00 

5 JAMBI OH 4.000.000,00 3.337.000,00 1.212.000,00 580.000,00 580.000,00 
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NO PROVINSI SATUAN 

TARIF 

PENGINAPAN 

WALIKOTA/ 

WAKIL 

WALIKOTA/ 

KETUA 

DPRD/WAKIL 

KETUA DPRD  

(Rp) 

ANGGOTA 

DPRD/ 
PEJABAT 

ESELON II 

(Rp) 

PEJABAT 

ESELON III/ 
PNS 

GOLONGAN 

IV/ 

PPPK 

GOLONGAN 
13-17 

(Rp) 

PEJABAT 

ESELON IV/ 
PNS 

GOLONGAN 

III/ 

PPPK 

GOLONGAN 
9-12 

(Rp) 

PNS 

GOLONGAN  

I-II/ PPPK 

GOLONGAN 

 1-8, 
PEGAWAI 

TIDAK 

TETAP atau 

PIHAK LAIN 

(Rp) 

6 SUMATERA BARAT OH 5.326.000,00 3.332.000,00 1.353.000,00 650.000,00 650.000,00 

7 
SUMATERA 

SELATAN 
OH 5.850.000,00 3.083.000,00 1.571.000,00 861.000,00 861.000,00 

8 LAMPUNG OH 4.491.000,00 2.067.000,00 1.140.000,00 580.000,00 580.000,00 

9 BENGKULU OH 2.071.000,00 1.628.000,00 1.546.000,00 630.000,00 630.000,00 

10 
BANGKA 

BELITUNG 
OH 3.827.000,00 2.838.000,00 1.957.000,00 622.000,00 622.000,00 

11 BANTEN OH 5.725.000,00 2.373.000,00 1.000.000,00 718.000,00 718.000,00 

12 JAWA BARAT OH 5.381.000,00 2.755.000,00 1.006.000,00 570.000,00 570.000,00 

13 D.K.I. JAKARTA OH 5.850.000,00 1.490.000,00 992.000,00 730.000,00 730.000,00 

14 JAWA TENGAH OH 4.242.000,00 1.480.000,00 954.000,00 600.000,00 600.000,00 

15 D.I. YOGYAKARTA OH 5.017.000,00 2.695.000,00 1.384.000,00 845.000,00 845.000,00 

16 JAWA TIMUR OH 4.400.000,00 1.605.000,00 1.076.000,00 664.000,00 664.000,00 

17 BALI OH 4.890.000,00 1.946.000,00 990.000,00 910.000,00 910.000,00 

18 
NUSA TENGGARA 

BARAT 
OH 3.500.000,00 2.648.000,00 1.418.000,00 580.000,00 580.000,00 

19 
NUSA TENGGARA 

TIMUR 
OH 3.000.000,00 1.493.000,00 1.355.000,00 550.000,00 550.000,00 

20 
KALIMANTAN 

BARAT 
OH 2.654.000,00 1.538.000,00 1.125.000,00 538.000,00 538.000,00 

21 
KALIMANTAN 

TENGAH 
OH 4.901.000,00 3.391.000,00 1.160.000,00 659.000,00 659.000,00 

22 
KALIMANTAN 

SELATAN 
OH 4.797.000,00 3.316.000,00 1.500.000,00 540.000,00 540.000,00 

23 
KALIMANTAN 

TIMUR 
OH 4.000.000,00 2.188.000,00 1.507.000,00 804.000,00 804.000,00 

24 
KALIMANTAN 

UTARA 
OH 4.000.000,00 2.188.000,00 1.507.000,00 804.000,00 804.000,00 

25 SULAWESI UTARA OH 4.919.000,00 2.290.000,00 924.000,00 782.000,00 782.000,00 

26 GORONTALO OH 4.168.000,00 2.549.000,00 1.431.000,00 764.000,00 764.000,00 

27 SULAWESI BARAT OH 4.076.000,00 2.581.000,00 1.075.000,00 704.000,00 704.000,00 

28 
SULAWESI 

SELATAN 
OH 4.820.000,00 1.550.000,00 1.020.000,00 732.000,00 732.000,00 

29 
SULAWESI 

TENGAH 
OH 2.309.000,00 2.027.000,00 1.567.000,00 951.000,00 951.000,00 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri. 

 

 

Ditetapkan di Kediri 
pada tanggal 3 Agustus 2022     
  

WALIKOTA KEDIRI, 

 ttd. 

 

  ABDULLAH ABU BAKAR 

 

 
Diundangkan di Kediri 

pada tanggal 3 Agustus 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 

          ttd. 

                        ttd. 

 

                    BAGUS ALIT 

 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 32  

 

 

Diundangkan di Kediri 

pada tanggal        

SEKARIS DAERAH KOTA KEDIRI, 

 

 

                  BAGUS ALIT 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOM

           Salinan sesuai dengan aslinya 

 a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI 
               KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
 

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH. 
                            Pembina 

            NIP. 19760810 200604 1 022 
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